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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa ada beberapa dampak dan penanggulangan yang dirasakan oleh kontraktor 

berskala usaha kecil dan menengah yang berada pada wilayah DKI Jakarta, wilayah 

Jawa Barat, serta wilayah Jawa Barat yakni : 

1. Kontraktual 

• Setuju dengan anggapan bahwa COVID-19 termasuk sebagai keadaan 

force majeure dengan anggapan bahwa apabila ada masalah maka dapat 

diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan. 

• Meskipun demikian, masih banyak kontraktor yang tidak memasukkan 

klausul force majeure dalam kontrak kerja. 

2. Operasional di Lapangan 

• Pelaksanaan protokol kesehatan di area konstruksi yang memiliki 

beberapa celah seperti : 

a. Pekerja tidak taat terhadap protokol kesehatan seperti jarang 

menggunakan masker serta masih banyak yang jarang 

melakukan pengecekan suhu tubuh 

b. Masih ada kontraktor yang tidak melaksanakan protokol 

kesehatan. 

• Kegiatan social distancing sangat sulit untuk dilaksanakan di lapangan 

terutama banyak pekerjaan yang perlu dilakukan secara berdampingan. 

• Terjadi kelangkaan sejumlah material seperti material elektronik 

tertentu dan besi hollow pada beberapa kasus dikarenakan kesulitan 

transportasi material akibat adanya PSBB pada sejumlah wilayah atau 

beberapa toko tutup. Diatasi dengan kontraktor yang mengubah 

spesifikasi beberapa barang yang langka serta mengubah menggunakan 

supplier lokal. 
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• Kontraktor melakukan kerja lembur dan penambahan shift pekerjaan 

untuk mengejar laju konstruksi yang terlambat. 

3. Manajemen 

• Akibat dari merugi yang tidak kunjung selesai, maka ada beberapa 

subkontraktor yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari 

pekerjaannya yang menyebabkan laju pekerjaan terhambat sementara. 

Dari pihak kontraktor mengambil uang jaminan dari subkontraktor 

sebagai kompensasi dan segera mengganti dengan subkontaktor lain 

yang lebih mampu. 

• Kontraktor mengalami kerugian akibat pekerjaan yang terlambat maka 

kontraktor melaksanakan klaim agar diberi kompensasi waktu oleh 

pengguna jasa. 

4. Perekonomian 

• Terjadi pergeseran cashflow akibat berbagai masalah yang terjadi dan 

berakibat pada mundurnya laju proyek sehingga pembayaran tidak 

dapat kunjung dilakukan. 

• Ada cukup banyak pengguna jasa yang terlambat melakukan 

pembayaran kepada kontraktor maka kontraktor menahan pekerjaan 

selanjutnya sambil membahas perihal kapan akan dibayarkannya 

kewajiban dari pengguna jasa.. 

• Kontraktor melakukan pengurangan gaji pekerja dan pengurangan 

sejumlah pekerja untuk mengurangi pembengkakan biaya yang dialami. 

• Pemerintah memberi bantuan berupa bantuan insentif pajak untuk 

mengurangi beban yang ditanggung oleh kontraktor. 

  

5.2 Saran 

Beberapa saran agar penelitian menjadi lebih sempurna apabila ada penelitian 

sejenis pada masa mendatang adalah :  

1. Memperdalam aspek-aspek yang dipertanyakan supaya dapat dilakukan 

analisis yang lebih mendalam 
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2. Melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan gambaran dampak dan 

penanggulangan perilaku antar daerah contoh pada masing-masing daerah DKI 

Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. 

3. Melakukan penelitian perbedaan perilaku antara kontraktor menengah dan 

kontraktor kecil, serta perbedaan perilaku pada kontraktor yang bersifat 

perorangan dan bersifat perusahaan.  

4. Menambah jumlah  wilayah yang diteliti untuk menemukan perbedaan perilaku 

daerah lainnya. 

Berdasarkan penelitian yang dibuat, juga diharapkan dapat memberi manfaat selain 

mendapatkan gambaran dampak dan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan 

oleh kontraktor berskala usaha kecil dan menengah, menjadi platform bagi 

pemerintah untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya bagi kontraktor kecil dan 

menengah dalam menghadapi pandemi saat ini maupun pandemi serupa di masa 

mendatang. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain : 

1. Memperketat Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Proyek 

Konstruksi. 

Karena masih banyak yang tidak menjalankan protokol dengan baik, diharapkan 

di kedepannya akan diperketat aturan yang ada seperti mewajibkan setiap proyek 

konstruksi seberapa kecil skala proyeknya harus tetap memiliki divisi K3 atau 

penanggung jawab yang mengawasi jalannya protokol kesehatan dengan baik. 

Apabila ditemukan ketidakpatuhan dengan protokol maka proyek dihentikan 

sementara, kontraktor diminta membuat surat pernyataan apabila melanggar 

protokol kembali maka bersedia untuk proyek dihentikan. Tujuan utamanya 

adalah supaya pihak yang berada di lapangan lebih patuh dalam menjalankan 

protokol yang ada. 

 

2. Penyesuaian Insentif Pajak 

Karena masih ada banyak pihak yang belum menerima bantuan insentif pajak 

dari pemerintah, mungkin dapat diterapkan kebijakan baru dengan melalui 

proses pertimbangan misal memperluas kategori penerima bantuan insentif 
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pajak agar lebih banyak kontraktor yang menerima bantuan tersebut karena 

kontraktor juga mengalami banyak kerugian. 

 

3. Memberi Bantuan Kepada Pekerja 

Upah pekerja bersifat harian ketika ada proyek yang berlangsung sedangkan di 

beberapa tempat terjadi pemberhentian proyek. Ini berarti para pekerja tidak 

berpenghasilan saat tidak ada proyek konstruksi berlangsung. Upaya ini 

diharapkan supaya lama kelamaan para pekerja yang kehilangan pekerjaan ini 

menjadi gelandangan dan menambah angka kemiskinan di Indonesia. Bantuan 

yang dapat diberikan mulai dari bantuan sembako hingga bantuan pembukaan 

lapangan pekerjaan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. 

 

4. Kucuran Dana Ekstra Untuk Pembangunan Infrastruktur 

Pada proyek pemerintah, beberapa ada yang mengalami pengalihan dana 

sehingga menyebabkan proyek berhenti dan kontraktor kehilangan pekerjaan 

maupun penghasilan. Dengan adanya kucuran dana ekstra tentu akan 

mendongkrak pertumbuhan infrastruktur serta menambah lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat. 
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